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Pajak Kripto Pengaruhi Nilai
Transaksi Dalam Negeri

Jakarta -Kepala Biro Pembinaan dan Pengem-
bangan Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti),
TirtaKarma Sanjaya menilaibahwa pajak terhadap aset
kripto turut berdampak terhadap nilai transaksi kripto
di dalam negeri. Pasalnya, dengan penetapan pajak
pertambahan nilai (PPn) dan pajak penghasilan (PPh)
terhadap transaksi kripto, mengakibatkan banyak para
nasabah yang bertransaksi kripto di luar negeri.

"Denganpengenaan pajak sebesarsaatinimenam-
bah biaya bagi para nasabah. Banyak nasabah yang
transaksi di exchange luar negeri,"ujarnya di Jakarta,
kemarin.

Sebelumnya, pemerintah resmi menetapkan pajak
untuk aset kripto melalui Peraturan Menteri Keuangan
(PMK) Republik Indonesia Nomor 68/PMK.03/2022
yang berlaku sejak 1 Mei 2022. PMK tersebut mengatur
tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak
Penghasilan (PPh) atas transaksi perdagangan aset
kripto.

Disampaikannya pula, pengenaan pajak terhadap
aset kripto perlu dievaluasi ulang mengingat industri
kripto di Indonesia saat ini masih tergolong baru.
Menurutnya, industri yang masih baru tersebut se-
harusnya diberi ruang untuk bertumbuh."Kalau dike-
nakan (pajak)langsungbesar, industrikripto Indonesia
masih embrio. Secara keseluruhan industri kripto
masih baru. Industri yang masih baru perlu diberi ru-
ang untuk bertumbuh,’kata Tirta.

Oleh karena itu, bertepatan dengan proses perali-
han pengawasan aset kripto dari Bappebti ke Otoritas
Jasa Keuangan (OJK) saat ini, diharapkan juga menja-
di momentum evaluasi untuk aturan pajak aset krip-
to."Biasanya pajak ada evaluasi kalau pajak aset kripto
tidak direduksi, setidaknya pengenaannya tidak PPh
dan PPn. Kami bersama asosiasi siap berkoordinasi
dengan Dirjen Pajak,” terang Tirta. @bani
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